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RINGKASAN  

BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan 

Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu Pegawai Negeri Sipil, penerima 

Pensiunan TNI/POLRI, Veteran, dan Badan Usaha Milik Negara lainnya maupun 

warga negara biasa yang diluar Pegawai Negeri Sipil, kedudukan dan 

perlindungan serta pelayanan BPJS diberikan semuanya kepada Warga Negara 

Indonesia. Tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan untuk mewujudkan 

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang 

layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dari adanya asumsi 

seperti diatas maka, penyusun mengkaji data dan menganalisis beberapa pokok 

permasalahan, bagaimana prosedur hukum untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan terhadap BPJS Kesehatan dan bagaimana perlindungan hukum bagi 

peserta BPJS Kesehatan ditinjau dari Undang-Undang BPJS. Penelitian dalam 

penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sebuah studi 

kasus-kasus normatif berupa menganalisis sebuah produk dan perilaku hukum, 

misalnya seperti mengkaji Undang-Undang serta data diperoleh melalui studi 

kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian memberikan sebuah analisis 

dari Undang-Undang BPJS Kesehatan Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur tentang sistem jaminan sosial 

nasional, sebagai bentuk perlindungan hukum dalam terjaminnya maupun 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang layak dalam hal pelayanan kesehatan. 

 

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan. 
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     Abstract  

BPJS Kesehatan is a Legal Entity that is directly responsible to the President and 

has the task of administering National Health insurance for all Indonesian people, 

be it Civil Servants, Retired TNI/POLRI recipients, Veterans, and other State-

Owned Enterprises as well as ordinary citizens outside the country. Civil 

Servants, the position and protection and services of BPJS are all given to 

Indonesian citizens. The purpose of the establishment of BPJS Health is to realize 

the provision of guarantees for the fulfillment of the basic needs of a decent life 

for every Participant and/or family member. From the assumptions as above, the 

authors examine the data and analyze several main issues, what are the legal 

procedures to obtain health services for BPJS Health and how are legal 

protections for BPJS Health participants in terms of the BPJS Law. The research 

in this paper uses a normative juridical research method, a normative case study in 

the form of analyzing a product and legal behavior, such as reviewing the law and 

data obtained through library research. The results of the study provide an 

analysis of the BPJS Health Law Number 24 of 2011 and Law Number 40 of 

2004 which regulates the national social security system, as a form of legal 

protection in ensuring and fulfilling the needs of the community that are decent in 

terms of health services. 

 

Keywords: BPJS Health, Legal Protection, Health Services. 
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MOTTO 

 

Tidak semua yang terlihat itu ada, dan tidak semua 

yang tidak terlihat itu tidak ada, ada hal-hal yang 

tidak bisa disaksikan oleh mata, namun bisa oleh 

rasa. 

Memandang dari satu segi itu tidak baik dan 

terkadang menyesatkan pemikiran serta nampak 

kejam, (Klarifikasilah). 

 

(Vadia Reja A.) 
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